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BUPATI LUWU,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 (2) Peraturan Pemeritah Nomor 58
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 39 Peraturan
Menteri Dalam Negerl Nomor 13Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negerl Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Dalam Negerl Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah dan Pasal 64 Peraturan Daerah Kabupaten Luwu
Nomor 15 Tahun 2001 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah,
maka dipandang perlu menetapkan Standar Blaya Khusus Penerapan e-KTP
Pada DInas Kependudukan dan Catatan SIpll Kabupaten Luwu Tahun 2012;
bahwa penetapan Standar Blaya Khusus Penerapan e-KTP memuat
komponen-komponen substansi blaya keglatan secara jelas digunakan dalam
penyusunan Rencana Kerja Keglatan Anggaran DInas Kependudukan dan
Catatan SIpll Kabupaten Luwu mellputi AlokasI Belanja Langsung untuk
penyelenggaraan pelayanan yang berslfat komperensif;
bahwa berdasarkan pertlmbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan
huruf b, perlu membentuk Peraturan BupatI tentang Standar Blaya Khusus
Penerapan e-KTP Pada DInas Kependudukan dan Catatan SIpll Kabupaten
Luwu Tahun 2012.

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah TIngkat II dl Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
diubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Negara Republik Indonesia
Nomor 4844);
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15. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 4 Tahun 2009 tantann
Pembentukan OrganlsasI dan Tata Kega DInas Daerah Kabupaten Lu>!^ ®

MEMUTUSKAN:

lenetapkan ; PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA KHUSUS PFNFRapam

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

)alam Peraturan Bupati inl yang dimaksudkan dengan :
. Daerah adalah Kabupaten Luwu.

' pSSan^Sh.'"""' penyelenggare
' Daaah" da^ DPRD''mennrnt P®"T®'®"99®ra®n urusan pemerintahan oleh Pemerlntahanuaeran dan DPRD menurut asas dan pnnsip Negara Kesatuan Reoublik lndone«5ia

^agaimana dimaksud dalam Undanag-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
i. Bupati adalah Bupati Luwu.
LDInas adalah DInas Kependudukan dan Catatn SIpil Kabupaten Luwu.



.Satuan Ken'a Perangkat Daerah yang selanjutnya dislngkat SKPD adalah perangkat daerah
pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan keglatan yang meliputi perencanaan,
pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasaii
keuangan daerah.
Rencana Kerja An&garan SKPD yang selanjutnya dislngkat RKA-SKPD adalah dokumen
l^rencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program
dan keglatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

Pasal 2

^ndar Biaya Khusus Penerapan e-KTP adalah Satuan Biaya yang merupakan batas paling
nggi yang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan RKA pada Dinas Kependudukan

iian Catatan Sipil Kabupaten Luwu.

Pasal 3

Nam menyusun Standar Biaya Khusus Penerapan e-KTP Pada Dinas Kependudukan dan
man Sipil berkewajiban dan ±)ertanggung jawab menyelenggarakan urusan Administrasi
kependudukan, dengan hal-hal sebagai berikut:

koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
p^embentukan Instansi Pelaksana yang tugas dan fungsinya di bidang Administrasi
Kependudukan;

pengpturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan;
pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
pelaksanaan* kegiatan pelayanan rnasyarakat di bidang Administrasi Kependudukan:
p^enugasan kepada desa untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi
Kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan;
pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan berskala Kabupaten; dan
koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Pasal 4

Jandar Biaya Khusus Penerapan e-KTP diberikan setiap bulan kepada Pegawai sebagaimana
Imaksud pada Pa^l 3 yang melaksanakan tugas di bidang pelayanan administrasi
tependudukan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu.

Pasal 5

tesarnya Standar Biaya Khusus Penerapan e-KTP pada Dinas Kependudukan dan Catatan
)lpil Kabupaten Luwu adalah sebagai berikut:

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Luwu sebesar Rp. 1.760.000/bulan,-
Sekretaris Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab.Luwu sebesar Rp. 1.000.000/bulan,-

I. Para Kepala Bidang sebesar Rp. 962.500ybulan,-
Para Kepala Seksi sebesar Rp. 550.000/bulan,-
StafGolongan III sebesar Rp. 450.000/bulan,-
StafGolongan II sebesar Rp. 350.000/bulan,-
StafGolongan Isebesar Rp. 300.000/bulan,-

I. Non PNS atau Pegawai Tidak Tetap (PTT)
a. Petugas Operator Komputer sebesar Rp. 600.000/bulan,-
b. Veiifikasi dan Scan Sidik Jari sebesar Rp. 550.000/bulan,-



'

^angkan di Belopa
patanggal 9 2ti2

BAB II

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

^ran Bupati ini mulai beriaku pada tanggal diundangkan.
irsetiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
mpatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu.

Ditetapkan di Belopa
pada tanggal 9 Amarl 2^12

BUPATI LUWU,

A. M KKAR

iKRETARiS DAERAH KABUPATEN LUWU,

SYAIFUL ALAM

RITA DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2012 NOMOR 4


